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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegaowaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur
2021-2026 merupakaon dokumen perencanaan yang memuat Visi,
Misi, Tujuan, Strategis, Kebijokan, program dan kegiatan Badan
Kepegawdadian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur
sebagai pedoman dalom pelaksanaan tugas dan  fungsinya

selama periode 2021-2026.

Secara substansi Renstra Badan Kepegawagian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur
2021-2026 disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencancan Pembangunan
Nasional, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPIJMD) Tahun 2021-2026, dan kewenangan
Badan Kepegawaion dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kutai Timur. Perumusan Renstra dimaksudkan menjadi
pedoman dan arah proses pembaoharuan yang dilakukan BKPSDM
Kabupaten Kutai Timur agor terlaksana dengan lebih terstruktur,

terukur dan tepatsasaran. Dalam perumusan Rensira, tidak tertutup
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kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka

waktu 5 (lima)

tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan

kebijakan yang berlaku.

Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan
dalam  merumuskan, melaksanakan, dan  mengevaluasi
pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian visi, misi,
tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Kutai Timur dalam 5 tahun.

Sangatta, 24 Juli 2023

NIP. 1973010700112 1 004



1.1,

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistemm Perencanaan Pembangunan Ngasional, fteloh membawa
perubahan mendasar pada bidang perencanaan pembangunan baik
perencanaan pembangunan nasional maupun Daerah. Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)  mengamanatkon penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang {RPJP); Rencana
Pembangunan  Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana
Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemeriniah (RKP).
Amanat undong-undang tersebut di jobarkan kedalam Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional yang mengatur tata  cara
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,
Rencana Strategis Kementerian [/ Lembaga, Rencana Kerja
Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian [/ Lembaga, dan

pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Sesuai dengan kebijokan otonomi daerah, Pemeriniah Pusat
mendelegasikan  sebagion kewenangannya kepada Pemerinfah
Provinsi dengan tujuan antara lain mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat setempat agar aspirasi

kebutuhan masyarakat  setempat dapat  diagkomodir dalam
perencanaan  pembangunan  doerah.  Dalom  melaksanakan
kewenangan tersebut, disusun Rencana Strategis Daerah dalom

bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)



sebagai perencanaan kerja jongka menengah (lima tahunan) yang

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,
Untuk merealisasikan RPIJMD tersebut, maka RPJMD dijabarkan lebih
lanjut dalom Rencana trategis Satuan Kerja Perangkat Daerah [Renstra
- SKPD) sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat (3] UU Nomor 25
Tahun 2004  yang menyatokon bahwa * KepalaSatuan Kerja
Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah  [Renstra-SKPD} sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah.

kegiatan penyusunan Renstta Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur Tahun
2021-20246 dilgksanakan dengan tahapan proses sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra
Dalam tahapon int dilokukan beberapa kegiatan yang menunjang
kelancaran penyusunan kegiatan antara lain: persiapan teknis,
antara lain  meliputi  menyiapkan kelengkapan  administrasi,
pembentukan Tim Penyusun, Orientasi mengenai Renstrg,

Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra.,

2. Penyusundn Rancangan Rensira

Meliputi Tahap Perumusan Rancangan Renstra dan Tahap

Penyagjion Rancangan Renstra.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Rensira
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra merupakan penyempurnaan
rancangan Renstra, yang berpedoman pada RPIMD yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnadn rancangan
Renstra bertujuon untuk mempertajom visi dan  misi  serta
menyelaraskan tujuan, strategi, kebijokan, program dan kegiatan
pembangunan daerah,



4. Penetapan Renstra

Pengesahan rancangan akhir Renstra dengan kepala daerah,
setelah Peraturan Daerah tentang RPIMD ditetaopkan, dan
penetapan Renstra oleh kepala SKPD setelah Rensira disahkan oleh

kepala daerah.

Renstra SKPD merupakan langkah awal untuk meiakukan Renja
SKPD ddlam kurun waktu [ima tahun kedepan. Renstra SKPD
memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan
sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis, nasional dan global. Anglisis terhadap lingkungan
organisasi baik internal maupun eksternal merupoakan langkah yang
sangat  penting daiom memperhitungkan kekuatan  {sirengths),
kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities} dan

tantangan/kendala (threats) yang ada.

Andlisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan
merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi

pemerintah.

Perencanaan strategik yang disusun  oleh suaty  instansi

pemerintah harus mencakup:

1. Urcigan tentang visi, misi, strategi, dan faktor-faktor kunci
keberhasilan organisosi;

2. Uraian tentang tujuan, sasaran, dan aktivitas organisasi dan

3. Urcian tfentang cara mencapai tujvan dan sasaran tersebut
dengan memperhatikan fungsi pokok dan tugas instansi yang
bersangkutan.

4. Akuntabilitas Kinerja SKPD / Instansi Pemerintah adalah alat

pertanggung jawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi



organisasi dalom mencapai fujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.

Gambar 1.1
HubunganRenstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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Kebijakan pemerintah Kabupaten Kutai Timur tersirat pada visi
“Menata Kulai Timur Sejahtera Unfuk Semua" vyaitu “Kulai timur

sejahtera adalah Kondisi masyarakat Kulai Timur dalam keadaan Baik,



1.2.

Makmur, Sehat, Damai, dan dapat mengakses semua infrastruktur

pelayanan dasar” dan “ Menala Untuk Semua adalch Kondisi
masyarakat kutai Timur dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,
sehingga tercipta perubahan Positif dan lebih Produktif {Continueos
Improvement} dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan
taraf hidup di semua lapisan masyarakat” yang membawa pada
konsekuensi pada tantangan berat yang dihadapi oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kutai Timur
dan harus mampu merespon tantangan kedepan dengan sebaik-
baiknya, Oleh sebabitu, rumusan - rumusan kebijakan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Kutai Timur harus mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Landasan Hukum

Dalam  penyusunan  Renstra  Badon  Kepegawaian  dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur Tahun
2021-2026, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi
landasan, sebagai berikut ;

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ;

2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 fentang Pelayanan Publik ;
Undang-undang nomor § tahun 2004 Tentang Aparatur Sipi
Negarg;

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang perubahan atas
peraturan daerah nomor 10 tahun 20146 tentang pembentukan dan
susunan perangkat daerah kabupaten kutai timur;

6. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintghan

Daerah;



10.

11,

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor é Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah [Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815});
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendaiion dan Evoluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangaon Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau Evaluasi
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentong
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Daerah;

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara  Perencanaan, Pengendaliaon Don  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tato Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeroh
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangko Menengah Daeragh, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 Tentang

Klasifikast, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008
tentang Rencana Penbangunan Jangka Panjang Provinsi
Kalimantan Timur 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jongka Menengah Daerah
Provinsi Kalimamtan Timur Tahun 2009-2013;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Keria Inspektorat Wilayoh Kabupaten, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga
Teknis Daerch Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah | RPJMD ] Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2006-2010;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah [ RPJMD | Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2021 - 2026;

Peraturan Bupati Kab. Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2010 Tentang
Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan Urdian Tugas Pejabat
Struktural di Lingkungan Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan
Perencancan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Doeraoh dan
Lembaga Teknis Daerah Lainnya.

Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat Witayah Kabupaten, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur.




1.3.

1.3.1.

1.3.2.

Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan

Maksud penyusunan  Renstra Badan Kepegowaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur Tahun
2021-2026 adalah  merupokan  perangkat  pedoman  kerja
pembangunon Badan Kepegawdaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur ke depan untuk periode
pembangunan tahun 2021-2026.

Secara lebih eksplisit maksud penyusunan Renstra Badan
Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusio Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2021-2026 adaiah :

1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengoh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
(BKPSDM) Kabupaten Kutai Timur selama 5 {lima) tahun yang
selaras dengan RPIMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

2. Sebagdi archan dan pedoman penyusunan program dan
kegiatan 5 {lima) tahun dalam benfuk Rencana Kerja {Renja)

pada tiap-tiap tahun.
Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rensira Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur adalah
membentuk susunan rencana dan program pembangunan yang
optimal serta berkesinambungan dalom wakiu 5 {Lima} tahun ke
depan dengan berpedoman pada RPIJMD Kabupaten Kutai timur
Tahun 2021-2024

Secara lebih eksplisit tujuan Renstra  Badan Kepegawaian

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur addlah



1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih

terarah, efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jowabkan;
2. Pedoman penyusunan Rencana, penganggaran dan pengendalian
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Kutai Timur ;

3. Sebagai acuan {guideline) dalam penyusunan LKJ-IP.




1.4. Sistematike Penulisan

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 ini disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

Bab. |. PENDAHULUAN
Berisikan urdian tentang latarbelakang penulisan, landasan / dasar
hukum penulisan maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab. [|l. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN dan
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI TIMUR
Berisikan uragian mengenai Tugas, Fungsi dan Strukiur Organisasi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, SumberDaya SKPD serta
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan  Peluang
Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab. Iil. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI TIMUR
Berisikan uraian Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah dan Wakit Kepala daerah Terpilih, Penentuan Isu-lsu Strategis,
Rumusan Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur

Bab. IV. TUJUAN DAN SASARAN
Berisikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur

Bab. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan Rumusan pernyataan sirafegi dan arah kebijokan Badan
Kepegawaion dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kutai Timur dalan$ {Lima} tahun kedepan.

Bab. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Berisikan Rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif.

| Bab. VIl. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Berisikan indicator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akon dicapai Badan Kepegawaion dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai timur dalam

16




ima tahun mendatang sebagai komitmen untuk  mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab. Viil. PENUTUP

Berisikan urgian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang peru mendapat perhatian, baik dalom rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaon anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

<. Rencana findak lanjut

11




BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusio
Kabupaten Kutai Timur merupakan institusi pelaksana kebijakan Daerah di
bidang Kepegawaian Daerah sesuai yang diamanatkan pada Peraturan
Daerah Nomor 27 Tahun 2016 Tentong Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan  Fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur, sebagai
berikut :

. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1) Doerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2} Bupati adalah Bupat Kutai Timur

3) Pemerintah  Daerah adalaoh Bupati sebagal  unsur
penyelenggara pemerintchan daerah yang memimpin
pelaksanqan unsur Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonomi Kabupaten

4) Perangkat Daerah yang selanjuinya disebut sebagai
PD adalah unsur pembantu  Bupati  dan Dewan
Perwakilan Rakyat Dcerah Kabupaten dalom
menyelenggarakan  uruscan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah Kabupdaten

5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia yvang selanjutnya dis ebut BKPSDM adalah

unsur Penunjang Urusan Pemerintahan  yoang menjadi




kewenangan daerah dibidang Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Bbaya Manusia.

é) Uraian tugas dan fungsi adalah tugas dari setiap unsur
atau unit kerja yang berada dalam satuan organisasi
yang merypakan  penjabaran  dari tugas pokok ddan
fungsi

7] Jabatan Fungsional adolah jabatan yang secara tegaos
tercantum  dalam susunan organisasi, melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan.

8} Aparatur Sipii Negara yong selanjuitnya disingkat ASN
adalah profesi bag pegawai negern sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjion keria yang bekeria pada
instansi Pemerintah Daerah.

Kedudukan

1} BKPSDM merupakan unsur Penunjang
vrusanPemerintahan yang menjadi  kewenangan
Daerah,.

2) BKPSDM sebagcacimana dimaksud  pada  ayat |1},

dipimpin oleh Kepala Badan Daerah yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi BKPSDM, terdiri atas:

d.

b.

Kepala Badan;
Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawdaian;




Q.
h.

2) Sub Bagian Keuangan

. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Kepegawaian;

. Bidang Mutasi dan Promosi;

. Bidang Pengembangan Kompetensi;

Bidang Penildian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
Unit pelaksana Teknis Daerah [UPTD}; dan

Kelompcok Jabatan Fungsional dan pelaksana;

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur

A. Kepala Badan

1

2}

Kepala Badan sebagaiaman dimaksud dalam pasal 3 ayat {1} huruf
a. mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
Urusan Pemerintahan vyang menjadi kewenangan
daerah di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan

sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat [2) Kepala Badan Kepegawcian dan
Pengembangan Sumlber Dava Manusia

menyelenggarakan fungsi

Q. perumusan dan pengoordindasian penyusundan
kebijakan, program dan kegiatan di bidang
kepegawaian;

b. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan
petunjuk pelaksanaan kebijakan bidang
kepegawaian;

c. pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusiq;




. penvyelenggaraan pengadaan, Pemberhentian,
Pembinaan, Pengawasan dan Mangjemen ASN;

. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan
administrasi Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daoya Manusia;

penentuan dan pembinaan pola karier ASN;
g. penetuan Mutasi dan Promosi;

h. pelaksanaan pelayanan kesejahteraan dan
kedudukan hukum ASN;

pengelolaan dan pengendalian sistem informasi,
data dan dokumentasi ASN;

pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur;

pelaksanaan Penilian Kinerja Aparatur dan
penghargaan;

pelaksanaan Fasilitasi kelembagaan profesi ASN; dan

m. pelaksanaan tugas iainnya yang diberikan oleh
atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang
beriaku.

B. Sekretariaf

1} Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayatr |

(1} huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepaia Badan.

I} mempunyai tugas Melaksanakan pengoordinasian
penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan,
kepegawaian, rumah fangga kantor, perlengkapan,
protokol, hubungan masyarakat, layanan informasi dan

pengaduan, pembincaan pelayanan publik,




kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan

pelaporan.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat {2), secretariat menyelenggarakan fungsi;

d.

pengoordinasion penyusunan dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;

pengoordinasian penyusunan dan
pelaksanaan Rencana Kefjia Anggaran dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan,
ketatalaksanaan dan kearsipan;

. pengeiolaan urusan kehumasan, keprotokolan,

kepustakaan, pelaksanaan administrasi Badan
dan pembinaan kepegawaian;

. pengelolaan anggaran Badan dan penerimaan

Badan;

pelaksanaan administrasi keuangan dan
pembayaran gqiji pegawdi;

pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggung jawaban
keuangan;

pengelolaan urusan rumah tangga dan
perengkapan;

pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar
Pelayanan Pubilik;

pengelolaan informasi dan dokumentasi dan
pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan
informasi dan Bokumentasi Pembantu;

pengoordinasian  pengelolaan,
pengembangan  sistemn  tfeknologiinformasi;

pengevaluasian dan pelaporan pelaksaonaan
tugas dan fungsi; dan




m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan sesuaci dengan tugas dan
fungsinya.

C. Sub Bagian umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1) huruf b angka |1,
dipimpin oleh seocrang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris

2)

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, mempunyaoi
fungsi sebagai berikut:

Q.

b.

melaksanakan pelayanan administrasi umum
dan ketatausahaan;

mengelola tertib administrasi perkantoran dan
kearsipan;

melaksanakan tugas kehumasan dan
keprotokolan;

. melaksanakan urusan  rumah  fangga,

keamanan kantor dan mempersiapkan
sarana dan prasarana kantor;

menyusun rencana kebutuhan alat-alat
kantor, barang inventaris kantor/rumah
tangga;

melaksanakan pelayanan administrasi
perjalanan dinags;

. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan

sarang, prasarana kantor dan pengelolaan
inventarisasi barang;

menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan
evaluasi kinericl pegawai;

menyusun bahan kedisiplinan pegawai;




melaksanakan proses Kenaikan Gaji Berkala;

melaksanokan proses Cuti, Penetapan
Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana
Harian;

. menyidapkan dan memproses usulan pendidikan

dan pelatihan pegawai;

. mempersiapkan penvyelenggaraan bimbingan

teknis tertentu dalam rangka peningkatan
kompetensi pegawai;

. memfasilitasi penyusunan standar

operasional dan prosedur peicyanan;

. mengelola informasi dan dokumentasi dan

pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi pembantu;

. menyusun tata laksana dan tata kelola

penanganan pengaduan dan pemberian
informasi;

memfasilitasi bidang-bidang dalam menyusun
standar pelayanan;

memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan
publik. dan

melaksanakan tugas lginnya yang diberikan oleh
atasan atau pimpinan sesudi dengan peraturan
vang berlaku.

D. Sub Bagian Keuvangan

1} Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai fungsi selbagai berikut:

a. meneliti  kelengkapan dan verifkasi serta  Surat
Permintaan Pembayaran:




b. melaksanakan Sistem Akuntansi Pengelolaan
Kevuangan Badan Kepegawdaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusiq;

c. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
d. menyiapkan Surat Perintah Membayar;

e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan
sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;

f. melaksanckan administrasi keuangan yang
meliputi pembukuan, perfanggungjawaban laporan
keuangan;

g. melaksanakan penviapan dan melakukan
pelaporan administrasi keuangan;

h. menyusun neraca badan;

L membuat pelaporan dan  pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

j- melaksanaokan tugas lainnya yang diberikan oleh
atasan atau pimpinan sesuci dengan peraturan
yang berlaku.

E. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

1)

2)

3}

Bidang Pengadoan, Pemberhentian dan informasi
Kepegawdaian ASN sebagaimand dimaksud dalam
Pasal 3 ayat {1) huruf ¢ dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepata Badan.

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Kepegawdaian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
{ 1) melaksanakan tugas Perumusan, Penyusunan,
Penyelengaraan pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2|, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan
Informassi Kepegawaian ASN menyelenggaraokan fungsi;

a. perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN,;




b. penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan
Jumilah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan
ASN;

koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;

a o

. evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN;

o

perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN;

f. koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
g. evaluasi Pemberhentian ASN;

h. fasilitasi Lembaga Profesi ASN;

. perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan
informasi ASN;

j- pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
k. pengelolaan Data Kepegawaian; dan

l.  evaluasi Data, Informasi dan Kepegawaian
Melaksanakan tugas iainnya yang diberikan cleh
atasan atau pimpinan sesuai dengan peraturan
yang beriaku

F. Bidang Mutasi Dan Promosi ASN

1}

2)

3]

Bidang Mutasi dan Promosi ASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3ayat (1) huruf d  dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Mutasi dan Promosi ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
perumusan, penvelenggaraan pengoordinasiaon verifikasi
dan mengevaluasi kebijakan di bidang mutasi dan
promaosi ASN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat {2}, BidangMutasi dan Promosi ASN

menyelenggarakan fungst;

a. merumuskan kebiakan mutasi dan promosi;




menyelenggarakan proses mutasi dan promosi;

mengordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi;

b.
c.
d.

memyverifikasi dokumen mutasi dan promosi;

®

pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
f. pengelolaan Promosi ASN;
9. pengelolaan Mutasi ASN;

h. mengevaluasi pelaporan dan pelaksanaan mutasi dan
promosi; dan

i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh
atasan atau pimpinan sesuqi dengan peraturan yang
beriaku.

G. Bidang Pengembangan Kompetensi ASN

1)

2)

3)

Bidang Pengembangan Kompetensi ASN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang vang berada di bawah dan
berfanggung jowab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang Pengembangan Kompetensi ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} mempunyai tugas
melaksanakan Perumusan, penyelengaaradn,
pengoordinasian, perencanaan, fasilitasi dan
mengevaluasi pada Bidang Pengembangan kompetensi
Aparatur.

Dalom melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
ayat (2}, Bidang Pengembangan Kompetensi ASN
menyelenggarakan fungsi;

a. peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;

b. pengelolaan Assessment Center;

¢. pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN;

d. pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;




e. koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat;

f. fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN;
g. evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN:

h. penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan
Fungsional;

i. koordinasi dan Kerfjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan
Fungsional;

j. fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN;
k. evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional;

l. sosialisasi dan Penyebaran informasi Jabatan
Fungsional ASN;

m. pembinaan Jabatan Fungsional ASN;

h. fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan
Fungsional;

o. evaluasi Pengernbangaon Jabatan Fungsional; dan

p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh
atasan atau pimpinan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

H. Bidang Penllaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

1) Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat |1) huruf |
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggungijawab langsung kepada Kepala
Badan.

2) Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
sebagaimana dimaksud pada ayat [1) mempunyai tugas
melaksanakan perumusan, perencanaan, pengoodiniran,
pengevaluasi, pengevaluasi dan penilain kineria aparatur
serfa penghargaan.,




3} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat |2, Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur menyelenggarakan fungsi: c. penyusunan
Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; b.
pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

a.

b.

evaluasi Hasit Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;

. pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai,

. evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan

Tanda Jasa Aparatur;

pembinaan Disiplin ASN;
pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;

pelayanan Proses lzin Perceraion Pegawai;

. evaluasi Disiplin ASN; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

atau pimpinan sesual dengon peraturan yang berlaku.

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah

1} Unit Pelaksana Terknis Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah merupakan unsur

pelaksana teknis Operasional BKPSDM yang mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Badan.

2) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata keria Unit

Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Bupati.




J. Kelompok Jabatan Fungsional

1

2}

3}

4)

5}

6)

7)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah

sesuai dengan keagahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlahn
tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerjia
Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan
ruang lingkup bidang tugas daon fungsi Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama.

Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayot (3)
mempunydi tugas mengoordinasikan dan mengelola
kegiatan pelayanan fungsional sesudi dengan

bidang fugas masing-masing.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsionai ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Jumiah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan

berdasarkan beban kerja.

Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan

ketentuan peraturan perundang-unda

berdas



ruktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (BKPSDM JKabupaten Kutai Timur secara ilebih jelas dapat dilihat
padao gambar 2.1. Pada bagan struktur organisasi tersebut menunjukkan
hubungan kerja antar satuan kerja eselon, didasarkan pada pelaksanaan
pembagian fungsi dan peran masing-masing bidang dan sub bidangnya.
Badan Kepegawaion dan Pengembangan Sumber Dayo Manusia
merupakan organisasi birokrasi dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin
yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal,
fugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai bidang fungsional,
wewenang ferpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilon
keputusan yang mengikuti rantai komando.

Kekuatan utama sebagai organisasi birokrasi ada kemampuan menjalankan
kegiatan-kegiatan yang terstandar secara sangat efisien, sedangkan
kelemahannya adalah dengan spesialisasi yoang diciptakan  bisa
menimbulkan konflik-konflik sub unit, yang diakibatkan kekurang jelasan
pembagion tugas.

Kelemahan besar lginnnya adaiah ketika ada aktifitas yang tidak sesuai
sedikit saja dengan aturan, ruang untuk modifikasi struktur perlu proses yang
panjang karena birokrasi hanya efisien sepanjang personil pelaksana tertib
sehingga tidak muncul permasalahn organisasi dan sudah ada aturan
keputusan terprogram yang mapaon.

Struktur Organisasi BKPSDM memiliki peran yang besar terhadap jalannya
roda Pemerintahan Daeragh terutama berkencaan dengan pengelolaan
pegawai baik pada aspek rekrutmen, penempatan, pengembangan karir
dan pemberhentian kerja. Kesemua fungsi tersebut dialankan  untuk
mengelola seluruh pegawai di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang terdiri
dari PNS dan Non PNS. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa :

Besarnya tanggung jawab pengelolaan personil dari sisi orang yang harus

dilayani dengan tahapan yang relatif panjang hal ini menjadi bertambah




beban kerja, hal ini dikarenokan secara kontinyu dilakukan rekrutmen

pegawai maupun mutasi pegawai

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia { BKPSDM | Kabupaten Kutai Timur




2.3.

Sumber Daya OPD

2.3.1. Sumberdaya (Resources) Badan Kepegawdaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kutai Timur

Sumber daya {resources) merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh
suatu organisasi yang dipergunakan / dimanfaatkan dalam rangka
mencapai  fujuan  organisasi.  Badan  Kepegawaian  dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kutai Timur memiliki SDM
sebanyak 157 Orang yang ferdiri dari PNS 79 Orang dan TK2D
sebanyak 78 Orang. Adapun SDM tersebut dapat diuraikan sebagaoi
berikut




Tabel 2.1
Komposisi Tenaga Struktural




Tabel 2.3
Jumlah Pegawadi Negeri Sipll Berdasarkan Golongan

Blat:lr.\’gh

Sekretariat

15

Bidang
Mutasi don

promosi ASN

11

Bidang
pengadaan
pemberhentian
dan  informasi
kepegawaian
ASN

Bidang
Pengembanga

n kompetensi

15

21

Bidang
penildion  dan
evaluasi kinerja

aparatur

17




'l" ' Bld Sekfetcndf

aparatur

24 15 50
2 Bid. Mutasi dan
14 3 24
promosi ASN
3 Bidang pengadaan
pemberhentian dan
19 2 29
informasi
kepegawaian ASN
4 Bid. Pengembangan
9 -g 18 4 28
Kompetensi
5 Bid. Penilaian dan
evaluasi kinerja 16 6 26

.lumlah '




Berdasarkan data Sumber Daya Aparatur yong dimiliki Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusio sebanyak 30
orang berpendidikan SLTA secara komposisi sebesar 20 persen. Pegawai
dengan jenjang pendidikan SLTA secara umum belum memiliki kernampuan
teknis managjerial yang cukup.

Sedangkan yang dikategorikan pegawai yang memiliki kemampuan
managjerial yang cukup adalah pegawai dengan strata sarjona. Ditilik dari
segi jumiah pegawai berstrata sarjana di BKPSDM sebanyak 48 orang atau 55
persen.

Kemampuan managjerial pada pegawai BKPSDM sangat diperukan
mengingat fungsi koordinasi pelayanan kepada SKPD lebih menonjol pada
semua bidang. Oleh karena itu bagi pegawai yang berpendidikan SLTA perlu
dilokukan pembekalan teknis guna melakukan upgrading kemampuan dan
juga bagi personil sarjana harus dijaga konsistensi dan semangat kinerjanya
serfa perlu peningkatan berkenaan dengan pengelolaan  kebijokan
kepegawaian.

Selain ity dilihat dart perbandingan pelayanan yang harus dilakukan
dengan secara operasional melayani seluruh pegawai kabupaten sebanyak
7065 Aparatur maka beban yang harus dihadapi ratarata 1 orang pegawai
di BKPSDM sebanyak 89 orang. Beban ini relatif cukup besar terutama pada
kondisikondisi tertentu berkenaan dengan proses mutasi jabatan, ataupun

mutasi kepangkatan.

Oleh karena iku dapat disimpulkan sebagai berikut:

% Adanya beban tugas yang cukup tinggi

<% Penempatan pejabat struktural masin terdapat yang belum sesuaqi
dengan kompetensi dan keahlionnyo;

% Kurangnya staf golongan Il yang memiliki kemampuan dalam

mendukung bidang tugas yang ditangani;




% Masih kurangnya kemampuan sebagian aparatur dalam ha! administrasi

dan teknis.

2.3.2. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah benda

fisik

yang

bersifat

dapat

bergerak/dipindahkan (mobile), sedangkan prasarana adalaoh benda

fisik yang bersifat tidok dapat dipindahkan/bergerak  (immobile).

Secara umum keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh

BKPSDM Kabupaten Kutai Timur relatif memadal. Adapun garns besar

kondisi sarana dan prasarana BKPSDM Kabupaten Kutai Timur adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.5

Keadaan/Kondisi Sarana dan Prasarana

Badan Kepegawaicn dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.

Kutai Timur
No. Sarana/Prasarana Kondisi Keterangan
1. Mobilitas (Roda 4 dan Baik Mamadai/
2} Cukup
2. Mebeulair (Meje, Kursi, Baik Mamadai/
dan lainnyaj Cukup
3. Peralatan Audio Vis_uol Baik Kurang
Notebook, PC dan| Baik Memadai/
Printer Cukup
§. | Peralatan ATK Baik ‘Memadai/
Cukup
é. Gedung Sangat | Memadai
Baik




24,

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM)

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah doerah,
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana felah diubah kedua kalinya dengon tUndang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008, di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa
penyelenggaraan urusan pemerintahan  yang  bersifat  waijib
berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secarg
bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagaimana diketahui
bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara
minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
penyelengaraan urusan wajib dalom kurun waktu tertentu. Untuk
urusan kepegawdian sebagaimana telah ditentukan dalam PP Nomor
38 Tahun 2007, sampai saat ini belum ada indikator urusan
kepegawaian yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang di atur dalam
Peraturan Perundang- undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut sampai dengon saat ini
BKPSDM Kabupaten Kutai Timur belum memiliki Standar Pelayanan
Minimal (SPM) bagi kegiatan bidang kepegawaian meskipun kegiatan
tersebut tidak termasuk daiam kategori pelayanan dasar, Namun
demikion peru kiranya ada suatu stondar yang formal dalom
pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarokat pada
umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap
opfimalisasi kinerja pelayanan organisasi. Oleh karena itu, Badan
Kepegawdaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kutai Timur dalam menentukan indikator kinerjanya guna memenuhi
kinerja pelaoyanan yang tfelah ditentukan sebagaimana tersebut di
atas, didasarkan pada tupcksi yang telah ditetapkan dalam Perda
Pembentukan BKPSDM serta melaksanakan kegiatan- kegiatan yang

berhubungan dengan masalah kepegawaian yang telah ditetapkan




dalam Permendagr Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah

dengan Permendagri Nomor 59  Tahun 2007. Dalam
mengimplementasikan perencanaan strategis Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 - 2026 guna
mencapai sasaran yang tertuang dalom Visi dan Misi Bupati - Wakil
Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026, maka sasaran prioritas
pembangunan bidang kepegawaian adolah pemenuhan jumich
pegawdi dan pengisian jabatan sehubungan dengan penerapan
Peraturon Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah.

Untuk  melaksanakan sasaran  prioritas  tersebut, maka
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ada beberapa kebijakan
dalam urusan kepegawaian, yditu Kebijokan Peningkatan Pelayanan
Publk yang berbasis Good Govemance dan Clean Goverment,
Kebijokan memperkuat akuntabilitas dan audit kinerja pemerintah
daerah guna terselenggaranya sistem reward and punishment yang
mendorong  akselerasi  penyelenggaran  pemerintaohan  dan
pembangunan daerah Berdasarkan tupoksi yang ada serta indikator
yang telahditetapkan, kinerjo pelayanan yang diselenggarakan oleh
BKPSDM pada dasamya dapat dikatakan terfaksana dengan baik, hal
ini dapat diihat dari pencapaian indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam renstra BKPSDM Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-
2026 .

Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Kutai Timur yang telah
dilokukan 5 Tahun terakhir, diuraikan berdasarkan :
a. Perumusan kebijakan Bidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan

Renstra yang telah ditetapkan;




b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembingan dan

pengendalian kebijakan Bidang Mutasi;

c. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan,  Koordinasi  dan
Pengendalian Bidang Pengembangan Kompetensi;

d. Perumusan, Perencanagn, Pembinaan, Koordinasi  dan
Pengendalian Bidang Sistem Informasi dan  Administrasi
Kepegawaian;

e. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;

Berdasarkan c.upcicn kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia [ BKPSDM
JKabupaten Kutai Timur dan Redlisasi Anggaran Pendanaan Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kutai Timur sebagai mana terperinci pada Tabel 2.1 dan Tabel

2.2 dapat dilihati sebagai berikut :
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BAB lII.
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalohan Berdasarkan Tugas dan  Fungsi
Pelayanan

Permasalahan kepegawaian merupakan permasalahan yang sangat
terkait dengantugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur sebagai
berikut :

1. Belum tersusunnya Pola Karir sesudi standar kompetensi Pola karir adalah
pola pembinaan ASN yang menggambarkan alur pengembangan
karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan,
pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa
jabatan seorang ASN sejak pengangkatan pertama dalom jobatan
tertentu sampaidengan pensiun. Tujuan pola dasar karir ini adalah untuk
memberikan pedomanbagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk
menyusun pola karir ASN dilingkungan instansi masing- masing, Namun
sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum memiliki
peta karir dan jalur karir, yang menyebabkan adanya ketidak seimbangan
kebutuhan pegawai, jabatan dan kompetensi yang dimiliki.

2. Penempatan ASN belum sesuai kompetensi.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum memiliki dokumen
standaor Kompetensi Jabatan yang menjadi acuan dalom penempatan
ASN,

Pengangkatan dalam jobatan struktural belum didasarkan pada unsur-
unsur kompetensi berupa kompetensi mangjemen, kompetensi teknis dan

kompetensisosial sebagaimana  diotur dalam peraturan  Menteri
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 38 Tahun

2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN,

. Belum optimalnya penerapan disiplin ASN.

Tolok ukur disiplin yang dipakai saat ini adaiah tingkat kehadiran pegawai,
frekuensi ketidakhadiran yang tinggi menunjukkan kecenderungan
Pegawai untuk tidak meloksanakan tugas, yang berpengaruh terhadap
tingkat produktivitas organisasi secara keseluruhan karena semakin banyak
pegawai yang tidak hadir,maka proses pekerjaon dalam organisasi akan
terganggu. Gangguan terhadap produktivitas terjadi jika pegawai lain
harus menggantikan pekerjaannya dan meninggalkan pekerjaannya
sendiri. Selain itu pembinaan disiplin  ASN secara berjenjang belum
maoksimal, hal ini  disebabkan kurangnya pemahaman aparatur

kepegawaian terhadap pemberian sanksi secarg berjenjang.

. Belum optimalnya layanan administrasi kepegawaian

Pengelolaan data dan pelayanan informasi kepegawaian aparatur
daerah yang cepat, tepat dan aktual masih perlu ditingkatkan dengan
memanfaatkan feknologi informasi secara optimal, sebagaimana undang
- undang no 5 ftahun 2014 tentang Aparfur Sipil Negara telah
mengisyaratkan perlu adanya sistem administrasi  berbasis komputer
dalam pengeloloan maongjemen Kepegawaian yang disusun secara
sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi, dalam

hal ini Sistem Informasi Kepegawaian

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

A. Visi

Visi Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 “Menata Kutai Timur Sejahtera
uniuk Semua”

Dengan penjabaran Visi, Kutat Timur Sejahlera adalah kondisi
masyarakat Kutai Timur dalam keadaan baik, makmur, sehat, damai,
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dan dopat mengakses semua infrastrukiur pelayanan dasar, Menata

Untuk Semua adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dengan tata kelola
pemerintahan yang baik sehingga tercipta perubahan positif dan lebih
produktif {Continouves Improvementjdalam mengelola sumber daya

guna meningkatkan taraf hidup disemua lapisan masyarakaot.

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur periode
RPIJMD Tahun?2021-2026 ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai
berikut:

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhiak mulia, berbudaya dan

bersatu

Pembangunan vyang diarahkan pada peningkatan taraf  hidup
masyarakat yang sejaohtera dengon mempertimbangkan budaya lokal
serta lebih meningkatkan Ketakwaaon Kepada Tuhan Yang Mcaha Kuasa.
Kehidupan bermasyarakat yang berilandaskan Iman, takwa dan
berakhlak mulia merupakan perwujudan dalam beragama  yang
menjadi salah satu tolok ukur menuju keberhasilan pembangunan
Kabupaten Kutai Timur. Keimanan dan ketagwaan adalah landasan
moral dan etika yang fidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga
muatan sosial, sehingga pada prakteknya fidak saja  ditunjukkan
dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga harus diaplikasikan dalam
kehidupan sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi
rmasyarakat untuk merajut kehidupan bersama.

Pembangunan yang berorientasi untuk meningkatkan kesejateraan
hidup masyarakat, tidak okon lepas dari corak dan tata nilai
kedaerahan yang tercermin pada keberadaan senibudaya. Budaya
lokal merupakan salah satu sumber nilai yang menunjukan jati din,
identitas dan kepribadian suatu komunitas masyarakat, Hal ini menjadi

benteng pertahanon yong sangat efektif untuk menghadapi dampak
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negatif dari derasnya orus perubohan. Pada sisi lain, budaya ini juga

merupakan modal utama pembongunan untuk mewujudkan keserasian
dan keselarasan hidup manusia.

Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yong sejahtera dengan
mengembangkan program pengentasan kemiskinan dan juga program
penurunan angka pengangguran. Upaya

yang dapat dilakukan antara lain dengan mengembangkan program
pengentasan  kemiskinan  dan  program  penurunan  angka
pengangguran. Program ini dapat dilakukan dengan peningkatan
ketrampilan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup
masyarkat juga diarahkan pada peningkatan kuglitas sumber daya
manusia  melolui  peningkatan  kudlitas pendidikan dan  kualitas
kesehatan. Peningkatan kudlitas pendidikan dapat dilakukan dengan
peningkatan fungsi sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas
tenaga pendidik serta peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan
untuk peningkaton kualitas kesehatan juga dilakukan  dengan
pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tenaga

kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor

Pertanian

Pembangunan yang diarahkan uniuk mewujudkan kemandirian
pengelolaan dan pengadaan pangan daerah yang bertumpu pada
produksi. Upaya ini pada dasamya adalah untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi masyarakat melalvi pemanfaatan sumber dayo
okal.

Salah satu  upaya unfuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi
masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan produksi pertanian/

perkebunan/ perikanan, dan juga perlu adanya
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optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi. Selain ity juga

diperlukan peningkatan pengembangan ketrampilan petani, dan
peningkatan  pengembangan  Sumber Daya  Manusia dan
pemberdayaan masyarakat.

Untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing adalah
Peningkatan peran kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
[UMKM] pada sektor pertanian serta peningkatan peran koperasi dalam
pengelolaan komoditas ungulon daerah,dan UMKM.

Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bogi Masyarakat Secara

Proporsional dan Merata

Pembangunan yang diarahkan untuk lebinh meningkatkon kapasitas
infrastruktur  dasar  dan  meningkatkan  kudlitas  pelayanannya.
Ketersediaan infrastruktur akan mempengaruhi

kesejahteraan masyarakat dalom hal pemerataan ekonomi daerah
(daya beli masyarakat],tingkat pendidikan, kesehatan dan daya saing
daerah terutama pada keberdangsungan

pergerakan barang dan jasa berserta akses antar wilayah. Selain itu,
ketersediaan infra  struktur  menjadi  kata lisator pencapaian
pembangunan pada bidang lainnya.

Pembangunan infra struktur harus memperhatikan kapaositas sumber
daya yang ada beserta aspek daya dukung lingkungan hidup.
Optimalisasi potensi sumber daya alom, sumber daya manusia dan
sumber daya fisik serta memperkecil dampak keterpurukan lingkungan
dan juga memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, hal
ini dimaksudkan untuk meminimalisasi dampak negative yang

Terjadi akibat pembangunan. Sehingga dalam pembangunan
infrastruktur diperlukan perubahan pola berfikir dan bertindak

dalam merencanakon dan melaksanakan pembangunan, yaitu
dengan mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan.
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BKPS

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan dasar bagi
masyarakat  dengan  meningkatkan  konektivitas  antar  wilayah,
meningkatkan infrastruktur fasilitas perumahan/

permukiman, serta meningkatkan sarana dan infrastruktur pendukung

ekonomi dan juga meningkatkan infrastruktur teknologi dan informasi.

Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan
Hukum Dan Teknologi Informasi

Penyelenggaraon pemerintah yang diarahkan padao pelaksanaan
otonomi daerch secoraefektif, efisien don akuntabel dengan
menerapkan  prinsip-prinsio pemerintahan yang  baik  {Good
Governance), sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima
kepada masyarakat yang

disertai dengan penegakan hukum. Perwujudan pelayanan publik
mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan
kebijakon serfa standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

Untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan yaitu dengan lebih
meningkatkan profesionalime birokrasi yang salah satu upaya dalam
mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang bersin. Hal ini
memerlukan proses dan komitmen dan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme birokrasi  menuju
masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang maju, mandiii dan berdaya
saing. diperlukan suatu upaya yang antara lain: peningkatan kapasitas
SDM gparatur sesuai peran dan fungsinya, peningkatan kudlitas
tatakelola pemerintahan, dengan peningkatan pelayanan publik, serta
peningkatan pemanfaatan teknologi dengan menata kualitas layanan

publik yang berbasis interoperabiliias.
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Misi 5 : Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi
Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata
ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien
dolam pemenuhan  kebutuhon  maosyarakat  dengon  tetap
memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan.

Pemantapan tata ruang wilayah merupakan unsur penunjang utama
dalam mendukung terciptanya pembangunan Kabupaten Kutai Timur.
Keberadaan kebijockan tfata rmuang wilayah yang mantap akan
mempengaruhi  sekfor pembangunan yang lain terutama
pembangunan infrastuktur  dan  pengembangan  perekonomian
khususnya sektor pertanian.

Upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan wilayah

Yang berwawasan lingkungan, dengan cara peningkatan kudlitas
pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawsan penataan
ruang.

Dalam rangka mendukung perwujudan Visi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, maka Misi yang menjadi tugas dan tanggung jowab
Badan Kepegawdian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur

dalah Misi ke-empat yakni :

Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan
Hukum Dan Teknologi Informasi

Penyelenggaraan pemerintah yang diarchkan pada pelaksanaan
ofonomi daerah secaraefekfif, efisien dan akuntabel dengan
menerapkan  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang bak  {Good
Governance), sehingga mampu memberikon pelayanan yang prima

kepada masyarakat yang
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disertai dengan penegokan hukum. Perwujudan pelayanan publik

mencakup beberapa aspek,yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan
kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

Untuk menjamin keberiangsungon pemerintahan yaitu dengan lebih
meningkatkan profesionalime birokrasi yang salah satu upaya dalam
mewujudkan Pemerintahan KabupatenKutai Timur yang bersih. Hal ini
memerukan proses dan komitmen dan seluruh pemangku kepentingan.
Dalom rangka meningkatkan profesionalisme  birokrasi  menuju
masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang maju, mandiri dan berdaya
saing, diperukan suatu upaya yang antara lain: peningkatan kapasitas
SDM aparatur sesudi peran dan fungsinya, peningkatan kudlitas tata
kelola pemerintahan, dengan peningkatan pelayanan publik, serta
peningkatan pemanfaatan teknologi dengan menata kualitas layonan
publik yang berbasis interoperabilitas.

Misi diatas memberi gambaran bahwa peran Badan Kepegawaian dan
Pengembangaon Sumber Daya Manusia menjadi sangat penting untuk
melaksanakan misi dalam pencapaian Visi Kepala Daerah dan Waokil
Kepala Daerah dalam rangka untuk mewujudkan pemerintaohon yang
partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi dengan
tujuan “Menata Kelola pemerintahan yang bersin, Efektif, Transparan
dan Akuntabel berbasis Elektronik”, yang sasarannya Meningkatnya

Kudilitas Tata Kelola Pemerintahan.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Telachan Rencana Strategis Kementetriaon Pendayagunaan Aparatur

Negaradan Reformasi Birokrasi {(PAN-RB) Republik Indonesia Sebagai

lembaga pembina Aparatur Sipil Negara Kementerian PAN-RB memiliki Visi

“Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih Dan Kompeten

Untuk Mencapai Kudlitas pelayanan Publik Yang Berkinerja Tinggi” dan Misi
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“Penggerak Utama reformasi Birokrasi”. Hal ini dicapai dengan tujuan

strategis,Yaitu :

a.
b.

Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien

Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan
kompetetif

Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, akuntable dan berkinerja tinggi
Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas

Terwujudnya aparatur Kementerian PAN-RB yang professional dan

berkinerja tinggi

Tujuan strategi ini dicapai dengan stragiegi percepatan reformasi birokrasi

yaity;

a. Penataan struktur birokrasi

b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil

c. Sistern seleksi calon pegawai neger sipil dan promosi pegawdai negeri sipil
secara terbuka
Profesionalisasi pegawai negeri sipil

e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah {e-government)

f. Peningkatan pelayanan publik

g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur

h. Penimgkatan kesejahteraan pegawai negeri

Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana keria pegawai

negeri Sipil

Urdian dan penjabaran diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapat

hubungan yang sangatsignifikan antara program Kementerian PAN-RB

dengan Program Badan

Kepegawdaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Yaifu:

1.
2.
3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Program Mutasi dan Analisi Jabatan
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3.4 Telaahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia

A. VIS

Komitmen Badan Kepegawaian Negara untuk membangun sistem
manajemen ASN dituangkan dalam Visi Badan Kepegawaian Negara
Tahun 2020-2024 yaitu;

“Mewujudkan Pengeloiaan ASN yang Profesional dan Berintegtitas untuk
mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandir, dan

berkepribadian bertandaskan gotong-royong”
B. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut sebagaimana divraikan di  atas,
dirumuskan misi BKN sebagai berikut:

Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
Penyelenggaraan pembinaan ASN,

Penyimpanan informasi pegawai ASN,

o0 oo

Pengawasan dan pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
mangjemen ASN, dan

e. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistern Manajemen Internal
BKN

Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (21) bahwa
Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pemerintah non
kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan
menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Daloam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa untuk mewujudkan
Aparatur Sipil Negara {ASN) sebagai bagion dar reformasi Birokrasi, perlu
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ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban
mengeloia dan mengembangkan dirinya dan waqjib mempertanggung
jawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip ment yagitu kebijokan dan
mangjemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada  kulaifikasi,
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajor dengan tanpa membedakan
latar belakang politik, ras, agama, warna kulit dan asal usul, jenis kelamin,

imur atau kondisi kecacatan,

Beberapa unsur yang sama dari visi adalah menyangkut Pemyelenggaraan
mangjemen kepegawdian yang profesional, ini sesuai dengan tujuan dalam
Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kutai Timur Yakni “Terwujudnya Tata Kelola Kepegawaian Yang
Adaptif dan Profesional” dan Misi yang selaras antara Badan Kepegawaian
Negara dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kutai Timur adalah upaya optimalisasi Sistem Pelayonon
Kepegawaian serta Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Informasi

Managjemen Kepegawaian Kabupaten Kutai Timur.

3.5 Telaahan rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawdaian Provinsi Kalimantan Timur

selama kurun waktu lima tahun adalah

“Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Daerah yang professional untuk

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik”
Yang okan dijabarkan dalam Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelengnggaraan managjemen kepegawaian yang
professional;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Daerah di Kalimantan
Timur;

3. Menata kuadlitas Sumber Daya Aparatur Daerah di Kalimantan Timur

secara efektif dan efisien.
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3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dilokukan dengan menganalisis fakior internal dan
eksternal dilakukan berdasar hasil kajion dan analisis dan faktor-faktor yong

mempengaruhi dari berbagai telaahan dokumen terkait diatas.

Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan di dalam organisasi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sedangkan faktor
eksternal berupa peluang dan ancaman dari luar organisasi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap
keberlangsungan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur, isu-isu strategis tidak terepas

dari permasaiahan BKPP itu sendiri,

Adapun isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Layanan Adminitrasi Kepegawaian
Pengelolaan data dan pelayanan informasi kepegawaian aparatur
daerah yang cepat, tepat dan aktual masih perlu ditingkatkan dengan
memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

2.  Belum optimainya Disiplin aparatur
Hal ini ditandai dengan kurangya disiplin aparatur baik itu disiplin waktu
maupun  disiplin kefja, kurangnya pemahaman terhadap tupoksi,
kompetensi kerja, serta penempatan aparatur belum berdasarkan
kompetensi.

3. Profesionalisme aparatur sebagai pelayan publik
Tuntutan masyarakat akan profesionalisme dan layanan prima aparatur
semakin besar, sehingga kinerja pelayanan kepada masyarakat yang

dilakukan aparatur pemerintah menjadi sangat sensitif. Banyak variabel
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fentong bagdimana apdratur yang professional dalam memberikan

pelayanan terbaik kepada masyarakaot.

Pemetaan dan Potensi Pegawai

Dengan adanya Undang-undang ASN maka kompetensi aparatur
menjadi kunci sukses penyelenggaraan pemerintahan. Kompetensi
adalah segenap pengetahuan, keterampilan dan sikap secara terpadu
dimiliki oleh individu pegawai agar senantiasa siap  dalam
melaksanakan pekerjaan. Kompetensi setiop individu harus terus
didorong untuk terus meningkat vyaitu pencapagicnnya melaiui
pendidikan formal, kursus dan dikiat serta perubahan pola pikir ke arah
yang lebih positif. Untuk menyiapkan SDM aparatur yang kompeten dan
dapat diandaikan.
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BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari
pemyataan misi yang akan dicapai dan memudahkan Badan
Kepegawdian Pendidikan dan Pelatihan untuk mengukur sejauh
rmana visi misi organisasi telah dicapai,. Untuk itu, agar dapat divkur
keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya,
sefigp tujuan strategis  vang ditetapkanakan memiiiki indikator
kinerja yang terukur.

Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kutai Timur®  Terwujudnya Tata Kelola
Pemenntahan yang Akunfabel dan Meningkatkan Profesionafisme
ASN”

Tujuon BKPSDM Kabupaten Kuiai Timur dapat dimaknai bohwa
BKPSDM harus mampu membentuk aparatur  Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur yang Profesional sebagai Stake holder dan
pelaku pemerintah yang berindak secara profesional dalom
melayani publik serta mampu sebagai motor pembangunan,
dengan indikator tujuan “Indeks Profesionalitas ASN”

4.25asaran

Sasaran merupakan penjabaran dari  fujuan  organisasi  dan
menggambarkan hakhal yang ingin dicapai melalui tindakan-
tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya
rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan
fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok

organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat
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dicapai Sasaran organisasi yang ditetapkon pada  dosarmnya

merupakan bagion dar proses perencanaan sirategis dengan
fokus utama berupa findakan pengalokasian  sumberdaya
organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karena penetapan
sasaran harus memenuhinya kriteria spesific, measurable, agresive
but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenunhi
kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan
penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejola atau
penanda yang dapat digunakan untuk mengetchui  tingkat
keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata [ain
disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapgion sasaran
Berdasarkan makna penetopan sasaran tersebut maka sampai
dengan cakhir tahun 2026, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur

menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan
Laporan Keuangaon

2.  Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

Dengan indikator keberhasilan pencapdian sasaran  sebagai
berikut:

1.  Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Formal

2. Ratovata pegawai mendapatkan pendidikan dan peiatinan
Distribusi ASN
Cokupan pelayanaon administrasi  perkantoran  laporan

keuangan
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BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Sirategi

Rumusan strategi merupakan pernyataon-pernyataan  yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akon dicapai yang

dijabarkan dalam serangkaian kebijokan. Strategi  digunakan

sebagai upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi.

Untuk itu Langkah strategis berdasarkan hasil analisis faktor internal

dan eksternal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Kutai timur adalah:

1. Meningkatkan tata Kelola dan manajemen ASN

2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparafur pemerintah
daerah

3. Meningkatkan pelayonan administrasi kepegawaian dengan
memanfaatkan teknologi informasi

4.  Meningkatkan Kapasitas, Kinerfja dan pelayanan OPD

5.2Kebijakan

Kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi yang dipilin,

odalah ;

I. Penyelenggaraan kegiotan Pendidikan dan pelalihan
struktural.
Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan pelatinan teknis

3.  Pemantapan system dan managjemen kepegawaian dengan
Mengembangkan dan mengopiimalkan SIMPEG  (Sistem
Informasi Mangjemen Kepegawaian).

4. Pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi.
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Memproses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN

Pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan  formasi
pegawdi serta formasi jabatan,

Meningkatkan kualitas perencanaan dan evoluasi kinerja
perangkat daerah.

Optimalisasi pelayanan Administrasi umum.

Meningkatkon budaya disiplin dan kapasitas sumber daya

aparatur.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (terlampir}
Tabel 5.1

TUIUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISt Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua
MiSI 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan
Teknologoi Informasi
TWUAN SASARAN STRATEG! ARAH KEBUAKAN
Tujuan 1 Sasaran 1 Strategi 1 Arah Kebijakan 1.1

Arah Kebijakan 1.2

Arah Kebijakan 1.3

Arah Kebijakan 1.4

Arah Kebijakan 1.5

Arah Kebijakan 1.6

Strategi 2 Arah Kebijakan 1.1
Arah Kebijakan 1.2
Strategi 3 Arah Kebijakan 1.3

Arah Kebijakan 1.4

Arah Kebijakan 1.5

Arah Kebijakan 1.6

Strategi 4 Arah Kebijakan 1.7

Arah Kebijakan 1.8

Arah Kebijakan 1.9
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Tabel 5.1

TWIUAN, SASARAN, STRATEG] DAN KEBLJAKAN

vist Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua
MISt 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan
Teknologoi Informasi
TUJVAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBUJAKAN
Tujuan 1 Sasaran 1 Strategi 1 Arah Kebijakan 1.1

Arah Kebijakan 1.2

Arah Kebijakan 1.3

Arah Kebijakan 1.4

Arah Kebijakan 1.5

Arah Kebijakan 1.6

Strategi 2 Arah Kebijakan 1.1
Arah Kebijakan 1.2
Strategi 3 Arah Kebijakan 1.3
Arah Kebijakan 1.4

Arah Kebijakan 1.5

Arah Kebijakan 1.6

Strategi 4 Arah Kebijakan 1.7

Arah Kebijakan 1.8

Arah Kebijakan 1.9




BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
untuk 5 {lima) tahun kedepan, maka tujuan dan sasaran tersebut
akan dijabarkan kedalam bentuk program dan kegiatan yang lebih
operasional dan terukur dalam kurun Tahun 2021-20246. Program
dan kegiatan tersebut disusun berdasarkan sasarans frategis yang
ingin dicapai.

Sasaran strategis perfama dalom upaya meningkatkan Sumber
Daya Aparatur, yang dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan
Diklat dasar, diklat kepemimpinan dan diklat teknis fungsional,
Penyusunan standar kompetensi jabatan, Pelaksanaan pengision
jabatan secara terbuka dan pemberian reward dan punishment

dilaksanakan melalui program dan kegiatan ;

<+ Pengembangan Sumber Daya manusia
1. Pengembangan Kompetensi Teknis
2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi

Manajerial dan Fungsional
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Sasaran strategi kedua dalam rangka membangun system informasi

mangiemen  kepegawdaian guna  peningkatan  pelayanan
administrsi kepegawaian, yang dilaksanakan melalui program dan
kegiatan, yaity ;

% Program Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Pengadaan, Pemberhentfian dan Informasi Kepegawain
ASN
Mutasi dan Promosi ASN
3. Pengembangan Kompetensi ASN

4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN

Serta peningkatan layanan internal melalui pelcksanaan Program
Peloyanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur dan Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut

< Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /
Kota:
1. Perencanaan, penganggaran dan evalugsi kinerja
Administrasi kevangaon perangkat daerah
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah

“h &~ 0D

Pemeliharaan barang miik daerah penunjang urusan

pemerintahan daerah

6. Pengadaan barang milk daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah

7. Administrasi kepegawaian perangkat daerah

8. Administrasi umum perangkat daercah
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Berbagai program dan kegiatan tersebut di atas diharapkan dapat

mewujudkan visi Badon Kepegawaion dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur untuk lima tahun
kedepan. Targef kinerija yang direncanakan dari setiap program
diharapkan bias mencapdi hasil maksimal 100%. Untuk target darn
segi pendanaan, maka divupayakan ada peningkatan dari tahun
ketahun dengan rencana total alokasi anggaran untuk Badan
Kepegawaian dan Pengembongan Sumber Daya Manusio
Kabupaten Kutai Timur seloma kurun woktu ima tahun kedepan
adalah sebesar Rp. 170.467.310,00 (table uraian tertampir)
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BAB Vil
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Parameter pengukuran terhadap pencapaian kinerja  Badon
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai
Timut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah menggunakan
Indikator Kunci Utama {IKUJ.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
selama tahun 2021 sampai dengan 2026.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO INDIKATOR KONDISI TARGET KINERIA KONDISI
KINERJA KINERIA
PADA PADA
AWAL AKHIR
PERIODE PERIODE
RPIMD RPJMD
2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | Perseniase ASN 35% 37% 140% |40% {50% | 50% 35%
Yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
2 | Rato-rata lama 260 260 260 260 260 260 240 Hari
pegawai Hari Hari | Hari | Hari |Hari | Hari
mendapatkan
pendidikan dan
pelatihan
3 Distribusi ASN 2500 2500 | 2500 (2500 {2500 {2500 2500 5K
SK SK SK SK SK SK
4 Cakupan 100% | 100% | 100% { 100% | 100% | 100% 100 %
peloyanan
administrasi
perkantoran
dan laporan
keuangan
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Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPIMBD

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO INDIKATOR KONDISI TARGET KINERJA KONDISI
KINERJA KINERIA
PADA 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |2025 | 2026 | PADA AKHIR
AWAL PERIODE
PERIODE RPIMD
RPIMD
1 Persentase 35% 37% 40% 40% 50% 50% 35%
ASN Yang
Mengikuti
Pendidikan
dan Pelatihan
Formai
2 Ratarata 260 260 260 260 260 260 240 Hari
loma Hari Hari Hari Hari Hari Hari
pegawgi
mendapatkan
pendidikan
dan pelkatihan
3 Distribusi ASN 2500 (2500 | 2500 | 2500 ;2500 (2500 ¢ 2500SK
SK SK SK SK SK SK
4 Cakupan 100% | 100% | 100% | 100% | 1009% | 100% | 100 %
pelayanan
administrasi
perkantoran
dan laporan
keuangan




BAB VIII.
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia [Renstra-BKPSDM) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026
merupakan upaya BKPP Kabupaten Kutai Timur untuk mewujudkan berbagai
kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait kepegawaian,
dan pengembangan Sumber Daya Manusia apratur seperti yang tertuang
dalam Dokumen RPIJMD tahun 2021 - 2026, Upaya yang ditempuh melalui
berbagai langkah strategis unfuk menciptakan kondisi yang dinginkan,
seperti: mengembangkan sistem managjemen kepegawaian yang adag,
memberdayakan infrastruktur managjemen kepegawaian, mengembangkan
sistern informasi kepegawaion dan menegakkan pelaksanaan peraturan
perundang - undangan bidang kepegawaian, serfa mengoptimalkan
seluruh sumber daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia secara bertahap selama lima tahun kedepan.

Keberhasilan implementasi Rensira BKPSDM Kabupaten Kutai Timur
Tohun 2021 - 2026 sangat fergantung poada pemahaman, kesadaran,
keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup
BKPSDM Kabupaten Kutai Timur serta stake holder terkait lainnya.



